Menimbang @ a.

gka meningkatkan kelancaran pelaksanaan

riﬁ::ﬁ"ﬁagmlz“&“bufi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi di
agelan ! di turan
tentang Retribus; gelang, dipandang perlu ada penga

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi :
bahwa untyk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu

menyusun dap menetapkan Peraturan Daerah Kota

Kons . € Ketribusi Surat Izin Usaha

- Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang , Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruks: ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833 ) ;
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5.U ’
P:ti:'rligtu:dang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Nnmnrn(m([; qn Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 1999
+ tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 )

euan - _
BN antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( .embaran

Negara Tahup |
Nomor 3848 - 999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

; :
:;;:hlran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran
svarakat dalam Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara

8. i:famlran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
nyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Tahun

gggg )1\.1011101' 64 , Tambahan Lembaran Negara Nomor

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 65 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957 )

10.Pemp1rap Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah :

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tSntang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi
aerah ;

13. chutusm_:l Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA  MAGELAN
TENTANG ~RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JAsg

KONSTRUKSI
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p peraturan Daerah ini yap 8 dimakgyq
Dajpﬂaf ah adalah Kota Magelang -

: Pemefiﬂw‘h Daerah adalah Pemerintah K{)ta Ma
b alikota adalah Walikota Magelang -

¢

. chabal Y.anB ditunjuk adalaly Pejabat
4 4an diberi wewenang untuk menyele

| pedsn adalah sekumpulan orang
b melakukan usaha maupun y

dengan :
gelang

yang ditunjuk oleh Walikota Magelang
saikan masalah Retribusi Daerah

qegara atau daerah | dengan nama
Loperasl, dana pensiun, persekuty

of anlS&S]. sosial pOlltlk_, atau or . [ 5, 3 l
tetgap, dan bentuk badan lainnya; : 51 yang s€jenis, lembaga., bentuk usaha |

 ysaha jasa konstruksi dan melipyti kegiatan usaha jasa konsultasi, konstruksi
(k0ﬂ5“ltan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor);

g Jasa kon§trUkSi adglah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan
kﬂ“m“ks_l’ layanan jasa pelgksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi:

h, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan |
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup -
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-
masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain;

i, Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan bidang
dan sub bidang keahliannya;

i, Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan
 kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;

k. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-
rendahnya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang

Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT);

| Tenaga Tugas Penuh adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja pada
perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain;

m. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan untuk
kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang;

n. Surat [zin .....
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Surat [zin Usaha Ja

P diperluk . g | |
yang CIpsrukan beg; + Yang se . .
kegiatan di bidang Usahapj(;msahaa" iasa k?"H;Tuiﬂg idl::?uult SIUJK :::l[:fuag
rat Permohona : o1, I

" 1k mend tkn [Z-‘m' Yang selaniy, .

unfl apalkan S[UJK WJutnya disebuyt SPI adalah surat oh

PnghOI‘I SIUJK adal

pengadilan neger; sctc‘:: Usaha yang telah, esahan dari
busi Dasrak Pat yang mengaiukan penffzdapmglf?“mp;" —

' Rcm U..Sl ae , van sel ‘ | ononan 5

q sebagal pembayaran Bgtﬂs j'*:;:mya disebut retribusi, adalah pungutan daerah

disediakan dan atay diberikap altau Peémberian izin tertentu yang khusus

orang pribadi atau badan : | ! Pemerintah Daerah untuk kepentingan

SRR

s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi
perundang - undangan retribusi diwaji
retribusi, termasuk Peémungut atay pe

atau badan yang menurut peraturan
bkan untuk melakukan pembayaran
motong retribusi tertentu :

u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perinc:
: X cran perincian besarnya retribusi yang haru
dibayar oleh Wajib Retribusi bajk pokok retribusir bunga, kelcﬁranga:

bayaran ibusi - A

X. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ' 1S1
yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah' Su;at Kepl{msan yang menentukan jumlah kelebighan
Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar danpada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang

y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi
oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke
tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan -

Z, S}lrat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib  Retribust  untuk  melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Walikota : '

aa. Utang Retribusi

...............
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Uumg RCtl"ibllﬂi
'ﬂllﬂ fercantum

ub.Surat Tagihan Retribusj Dg -
melakukan tagihan retribugj g, “N8 dapat disingkat STRD adalah surat untuk

qtau denda ; Atau sanksi administrasi berupa bunga dan
Retribusi adal
0¢ W:]f:u bagi wajib ret:ll;u::l ?ltr?m{(angka waktu tertentu yang merupakan batas
dari Pemerintah Daerah yang mr:;sznﬂtkm jasa dan perizinan tertentu
BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

) Yok, date ik o st pemngui Rt Surt

agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Memberikan dasar hukum untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi agar iklim

usaha berjalan dengan baik, tertib dan '
aman, memberikan kenyamanan
berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat.

3) Memberik.an. dasar hukum untuk Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(4) Mcmbcdkfm dasar hukum bagi pengawasan retribusi Surat Izin Usaha Jasa
Konstruksi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut
Retribusi  bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan
pelayanan izin usaha jasa konstruksi.

(2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

(3) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin usaha jasa konstruksi
kepada orang pribadi atau badan hukum.

BABIV ....

Scanned by TapScanner



4 T S — g

OLONCAN BAR v
RETRIBU§; DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 4
Reﬂ-ibllﬂi [zin Usaha J !
(1) Perizinan Tertentu . "8 Konstruksi termasuk golongan  Retribusi

(2) Retribusi yang terutang dipungut d; Wilayah Kota Magelang

BAB v

R TINGKAT PENGGUNAAN
AHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

CARA MENGUKU
IZIN US

5. Perusahaan Kecil

Modal kerja minimum (modgl disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan
adalah Rp.S0.000.000,.- (lma  puluh juta rupiah) sampai dengan <
Rp.1.000.000.000,- (lebih kecil saty milyard rupiah).

b. Perusahaan Menengah

Modal kerja minimum (modal disetor atau total keka bersih haan

yaan ) perusa
adalah Rp.l.OO0.000.00Q,- (satu milyard rupiah) sampai dengan <
Rp. 10.000.000.000,- ( lebih kecil sepuluh milyard rupiah).

¢. Perusahaan Besar

Modal kcrj_a minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan
adalah lebih besar atau sama dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyard

rupiah).
BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi 1zin usaha jasa konstruksi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi.
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Sﬂ-‘]k‘nlf dan mﬂﬂmva m"r retribues
(1) ﬂ Untuk Perusahaan kecil sohe ust STUJIK adalah -

p. Untuk Perusahaan menenggl, " Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

. bu rupiah); sebesar Rp. 1.500.000 satu juta lima ratus
Untuk Perusahaan besar |
C rupiah) N Rp. 2 500.000,<dua juta lima ratus ribu

| ]nmkﬁfl)fgnl(omants]n;“‘; bagi STUJK vang telah habis masa berlakunya dan
bagi yoana telah dicabut, dikenakan retribusi sebesar 100 % ( seratus
per scratus ) sebagaimana tersebyt pada ayat (1) Pasal ini

(1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 9

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan
oleh Walikota.

Pasal 10

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan.

(4) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan
oleh Walikota.
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(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang

ditunjuk sesuai waktu vang ditentukan d akan SKRD, SKRD
Jabatan dan SKRD Tambahan FR S—— S ,

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X
24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(3) APabll-‘:l Pembﬂ}@l‘ an Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan
menerbitkan STRD.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Walikota.

oo\, R N W W ey

Pasal 14
(1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat
lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi
ditetapkan oleh Walikota.

BABX ....
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3) Sur'at Teguran Sebagﬂiman adi
( Pejabat yang ditunjuk_ 'Maksud pada ayat ( 1) Pasal ini dikeluarkan oleh

Pasal 16
Bentuk-bentuk formulir yang di , "
i ditetapkan oleh Walikotg Pergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi
BAB X1
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
! Pasal 17
| (1) Walikota dapat memberikan :
Retribusi pengurangan, keringanan dan pembebasan
 (2) Tata cara sebagaimana dimaksud ini di
Walikota pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh
BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN,PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangundangan
Retribusi Daerah.

2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib

Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
(3) Wajib ...
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(3) wajlb Rctribusi dam

(1)
(2)

(3)

4)

()

10

_ t mengajuk
Ketetapan Retribuys; yang 1id[:|{ l{i‘:};’:"‘nﬁhon&n pengurangan atau pembatalan

: l::‘Elaimam dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,_
Bhapusan atay pengurangan sanksi administrasi
dimaksud pada ayat (3) Pasal in: Pasal ini dan pembatalan sebagaimana
Retribusi kepada 'Wali‘kotﬂaﬂa' i qiﬂamﬂﬂikan secara tertulis oleh Wf{jib
puluh) hari sejak tangoat .. " F¢iabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga
alasan yang jelas dap igal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan
¢yakinkan untyk mendukung permohonannya.

U Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
rmohonan I_Jﬁlnbetulan, pengurangan Kketetapan,
Sikabulkan urangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap

BAB XInI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

W?‘jib Retribusi- da?at mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokuman lain yang dipersamakan.

menohqnan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in1 harus
d!sampalkan secara tertulis , paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD
dlterblt‘kan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah
lewat dan Walikota tidak memben suatu keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.
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(6)

(7)

(1)

(2)

Pasal 20

Wajib Retribus; dapat m .

Retribusi kepada \h-'aliknm%mgnjuka" permohonan kelebihan pembayaran
Walikota atau Pejabat
(enam) bulan sejak i
pembayaran retribus; se
memberikan Keputusan

g?::::;tlf? ngdkma] wa\tn? fwbagal‘mana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah

embali alikota  tidak memberitkan  keputusan, permohonan
— dit I::‘mp pcmbay".im“ retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dala-ln Jangkﬂ waktu pahng lama 1 (qatu) bulan.

Apﬂzgiur:;a - rc'mbl-mi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran  retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal mi

izll'lsgetuilg diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi

Yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6

E;im_an)u permohonan  pengembalian kc!cbihan
sfiMana dimaksud pada ayat (1) Pasal in1 harus

Pengembalian pembayaran refribus; sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

gg‘ﬂg_wm Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat _]angt!ca waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebthan pembayaran retribusi.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran retribusi yang tidak diketahui oleh
wajib retribusi maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk akan memberitahu
kepada wajib retribusi.

BAB XV
KADALUWARSA
Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaunana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran, atau
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1) i .
( daerah dian mclﬂkﬁanakan kewajibannya  sehingga

bulan atau denda paling banyak 4Cam Pidana kurungan paling lama 6 (enam)
indak  Pidan (empat) Kali jumlah retribusi yang terutang.

p) Tincar = Cana - sebagaimang g
pelanggaran. 'maksud ayat (1) Pasal ini adalah

? PFjabfat Pegawai Negeri Sipil

( diberi wewenang khusus sebI:gatie
tindak pidana di bidang retril,
undang Nomor 8 Tahun 1981

rtentu dilingkungan Pemerintah Daerah
_Penyidik  untuk melakukan penyidikan
usi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
tentang Hukum Acara Pidana.

() Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -
a. menerima, mencari, mengumpuikan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dep i - Y T
gan ftindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebuyt menjadi lengkap dan jelags ;.

b. meneliti, mencari dan men :
RS gumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan hukum tentang kebenaran pc%bua:tan yaig dilakukan
schubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi :

| ¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

d. Memeriksa  buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi :

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan  dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada hurufe ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

k. Menghentikan penyidikan ;

l. Melakukan ..
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Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2002

WALIKOTA MAGELANG

) 27% 5

wkﬂnd Mageiang H.FAI{RIYANTO
pada tanggal 12 Agustus 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2002 NOMOR 20
SERIC No.3
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bahs-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
i Wa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih
mcn%u;tamakank pelaksuna,:%n azas  Desentralisasi, untuk itu perlu
menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintahan Daerah,

Pajak dan Retribusi merupakan sumber penda daerah, agar
daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu pemamz:anmengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut
diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan
masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribust Daerah telah ditetapkan pedoman kebyjaksanaan dan
arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur tentang
pungutan Retribusi Surat [zin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Magelang yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

[I. PENJELASAN PASAL
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. Cukup jelas.

[).cngnn adanya pengertian istilah tersebut
dlmfaksudkan untuk mencegah timbulnya salah
tafsir dan salah pengertian  dalam memaham!
dan. melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan
schingga  baik warga masyarakat maupul
aparatur  dalam menjalankan  hak dan
kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan
dapat dicapai tertib administrasi pemungutan
Retribusi Daerah.
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